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Mengingat

SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam
program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah, agar dapat dilaksanakan secara tertib,
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, perlu
disusun standar biaya umum dan perjalanan dinas;

bahwa dalam rangka menyusun standar biaya umum
dan perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud
dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya
Umum dan Perjalanan Dinas;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2004 Nomor 126,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5587)sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia ...



Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan  Pertanggungjawaban Bendahara  Serta
Penyampaiannya;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentangPenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
DAN PERJALANAN DINAS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ...
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10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Non PNS
adalah personil yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam
pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi
pemerintahan dan/atau penghasilannya menjadi beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah.

13. Satuan ...
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka menyusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari
Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan
perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran.
Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk perhitungan biaya.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan yang
dilakukan dalam/keluar daerah untuk kepentingan daerah atas perintah
pejabat yang berwenang.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melakukan
sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada

SKPD yang bersangkutan.

23. Pejabat ...
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24.

25.

26.

27.

28.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapatmengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab
atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk
untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang
resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di SKPD
dimana isinya menugaskan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS dan non
PNS untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah
surat tugas kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS dan non PNS
untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sekaligus sebagai tanda bukti

pengeluaran uang untuk Perjalanan Dinas atas biaya negara.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang

Pariaman dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

a.

terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib secara

administrasi;

b. terwujudnya ...



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

terwujudnya kewajaran dalam penganggaran APBD; dan
terciptanya pelaksanaan anggaran yang transparan dan bertanggung
jawab.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4
Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan
belanja daerah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD.
Standar biaya merupakan batas tertinggi dalam Penyusunan dan
Pelaksanaan APBD pada setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 5
Perjalanan Dinas ini mengatur mengenai pelaksanaan dan
pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang
dibebankan pada APBD.
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Bupati; dan
b. Wakil Bupati.
Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksut pada ayat (1)
meliputi:
a. Ketua DPRD;
b. Wakil Ketua DPRD; dan
c. Anggota DPRD.
Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. calon Pegawai Negeri Sipil.

(6) Non PNS ...



(6) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

orang yang diangkat dan/atau ditugaskan untuk melaksanakan tugas-

tugas tertentu pada instansi Pemerintah Daerah;

. istri Bupati, istri Wakil Bupati, istri Pimpinan DPRD dan istri Sekretaris

Daerah;

. kelompok Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi;
. Ajudan, Sespri dan Sopir Bupati/Wakil Bupati;
. Ajudan, Sespri dan Sopir Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sopir

Pejabat Daerah;
Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari;

. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;

. Organisasi Kemasyarakatan seperti, Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK), Dharma Wanita, Gerakan Organisasi Wanita (GOW);
Lembaga Tingkat Kabupaten seperti Lembaga Kerapatan Adat Minang
Kabau (LKAM)dan Lembaga Masyarakat lainnya;

Kelompok Masyarakat Lainnya; dan

. Orang yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu oleh

Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 6

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai

berikut:

a.

(1)

selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas
yang berkaitan dengan penyelengaraan pemerintahan daerah;

ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
efisien penggunaan belanja daerah; dan

akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas dan

pembebanan Perjalanan Dinas.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :

a. pelaksanaan ...



(2)

(3)

(3)

a. pelaksanaan tugas yang melekat pada tugas dan fungsi yang
melaksanakan Perjalanan Dinas;

b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya,;

c. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

d. ditugaskan untuk mengikuti ujian dinas dan ujian jabatan;atau

e. mengikuti perlombaan, pertemuan dan sejenisnya.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan atau

pejabat yang berwenang yang tertuang dalam SPT.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan

hal-hal sebagai berikut :

a. pemberi tugas;

b. pelaksana tugas;

c. waktu pelaksanaan tugas; dan

d. tempat pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

a. uang harian;

b. biaya transportasi;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi; dan

e. sewa kendaraan dalam kota.

Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, mencakup:

a. uang makan;

b. uang transportasi lokal; dan

c. uang saku.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri

atas :

a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan serta jalan tol.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :

a. di hotel; dan

b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam ...



(5)

(7)

(8)

9)

(1)

Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya
penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan
berikut :

a. pelaksanaan Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari batas maksimal tarif hotel di kota tempat
tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
dan

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara lumpsum.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk

melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh

Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/Non PNS dapat menginap pada

hotel/penginapan  yang  sama, sesuai dengan  kelas  kamar

penginapan/hotel yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam

Lampiran II Peraturan Bupati ini;

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan

kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II

selama melakukan Perjalanan Dinas.

Sewa kendaraan dalam kota sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf e

dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan

pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dibayarkan secara rill.

Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk

biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak/retribusi.

Pasal 9
Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang
mengeluarkan SPPD bersangkutan.
Perjalanan Dinas yang mengikutsertakan Non PNS pemberian biaya
perjalanan dinas kepada yang bersangkutan diberlakukan sebagai berikut :
a. bagi Istri Bupati/Istri Wakil Bupati dan istri Pimpinan DPRD yang
diundang mendampingi Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta
tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas PNS
golongan IV;
b. bagi Istri Sekretaris Daerah yang diundang mendampingi Sekretaris
Daerah serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan

dinas PNS golongan III;

c. ketua ...



(3)

ketua/Pimpinan Organisasi/Lembaga tingkat kabupaten disamakan
dengan PNS Golongan III;

kelompok Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi disamakan dengan PNS
Golongan III;

Wali Nagari dan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari disamakan
dengan PNS golongan III;

Perangkat Nagari, Staf Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan
Nagari disamakan dengan PNS golongan II;

bagi Non PNS, Unsur Masyarakat/Organisasi Masyarakat yang terkait
langsung dengan kegiatan SKPD yang diikutsertakan dalam Perjalanan
Dinas disamakan dengan PNS Golongan II.

Jumlah hari perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

a.

sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/
Asisten/Kepala SKPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk
melaksanakan tugasnya sebagai sopir dibayarkan maksimal 8 (delapan)
hari/bulan.

Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD yang melaksanakan
Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugasnya sebagai ajudan
dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari/bulan;

Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pejabat Eselon II/Pimpinan SKPD
maksimal 8 (delapan) hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 6 (enam)
hari/bulan, Pejabat Eselon IV dan staf maksimal 5 (lima) hari/bulan.
Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai
dengan undangan;

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan dalam rangka
pemeriksaan/pengawasan/review dan operasional PAD melebihi hari

yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disertai
dengan surat tugas;

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi bagi Pejabat Eselon
II/Pimpinan SKPD maksimal 6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon III
maksimal 5 (lima) hari/bulan, Pejabat Eselon IV dan staf maksimal 4
(empat) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan
diatas harus disertai dengan undangan dan harus persetujuan
Bupati/Wakil Bupati bagi Sekretaris Daerah, dan persetujuan
Sekretaris Daerah bagi Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan staf;

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pejabat Eselon
II/Pimpinan SKPD maksimal 8 (delapan) hari/bulan, Pejabat Eselon III
maksimal 6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon IV maksimal 5 (lima)
hari/bulan sedangkan staf maksimal 4 (empat) hari/bulan. Khusus
untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan

undangan dan harus atas persetujuan Bupati/Wakil Bupati bagi

Sekretaris ...



(1)

(2)

(3)

(4)

Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, serta persetujuan Sekretaris

Daerah bagi pejabat eselon III, eselon IV dan staf.

Bagian Keempat

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 10
Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya perjalanan dinas berupa
uang harian.
Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
termasuk uang saku, uang makan dan transportasi lokal, dibayar secara
lumsump sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibagi dalam 5 Golongan yaitu :
a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
b. Anggota DPRD/Eselon II;
c. Eselon IlI/Staf Golongan IV;
d. Eselon IV/Staf Golongan III; dan
e. Staf Golongan II dan Golongan I.
Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersamaan/tim dapat
menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang dipakai untuk
keperluan dinas, maka selain uang harian juga diberikan biaya
penggantian bahan bakar minyak sesuai kebutuhan riil dengan

melampirkan bukti sah yang diterbitkan oleh SPBU yang bersangkutan.

(5) Apabila Perjalanan Dinas dilakukan lebih dari satu Kecamatan/Nagari

(6)

(7)

(1)

dalam satu hari, maka uang harian dibayar satu kali.

Perjalanan Dinas ke Kota Pariaman diperlukan sebagai Perjalanan Dinas
Dalam Daerah.

Perjalanan Dinas dalam rangka acara seremonial seperti Wirid Mingguan,
Upacara, Gotong Royong dan Senam tidak dibayarkan biaya perjalanan

dinas.
Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 11
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, diberikan biaya berupa :

a. uang harian;

b. biaya ...



(2)

(3)

(4)

(9)

b. biaya penginapan;

c. biaya transportasi, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan
umum; dan

d. uang representasi.

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 6 (enam) golongan :

a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;

b. Sekretaris Daerah/Anggota DPRD;

c. Pejabat Eselon II;

d. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;

e. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan

f.  PNS Golongan Il dan Golongan I.

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dibayar secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dibayarkan sesuai dengan biaya rill sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan

secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi menggunakan

kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang dipakai untuk keperluan dinas,

maka selain uang harian juga diberikan biaya penggantian bahan bakar

minyak sesuai kebutuhan rill dengan melampirkan bukti sah yang

diterbitkan oleh SPBU yang bersangkutan.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan

untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon

II sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan

Dinas dan dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Keenam

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 12 ...



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 12
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi diberikan biaya yang
terdiri dari :
a. uang harian;
b. biaya transportasi/fasilitas transportasi;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
sewa kendaraan dalam kota; dan

biaya pemeriksaan kesehatan COVID -19 (rapid test/PCR test/swab

=0

test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-
19).

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :

a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;

b. Pejabat Eselon II/Anggota DPRD;

c. Pejabat Eselon III/PNS Golongan 1V;

d. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan

e. PNS Golongan II dan Golongan I.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung

berdasarkan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan

Perjalanan Dinas dan dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat keberangkatan
(bandara/pelabuhan) pulang pergi dibayar secara lumpsum sebesar Rp.
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

b. biaya transportasi dari tempat kedatangan ketempat tujuan
(bandara/pelabuhan) pulang pergi dibayar secara lumpsum sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dibayarkan sesuai dengan biaya rill sebagaimana tercantum dalam

Lampiran ...



(7)

(8)

9)

(10)

(11)

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat
Eselon II sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan
Perjalanan Dinas dan dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati yang dibayarkan secara rill
maksimal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Biaya pemeriksaan kesehatan COVID -19 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f, dibayar sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan
moda transportasi seperti tiket pesawat, kapal laut dan kereta api/bus
dibayar sesuai biaya rill sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
khusus untuk tiket pesawat kelas ekonomi pulang-pergi (PP) maksimal
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Jika melanjutkan perjalanan
dua kali penerbangan atau lebih dibayarkan sesuai harga rill.

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi menggunakan kendaraan
dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas,
diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan rill dan harus

melampirkan bukti sah yang diterbitkan oleh SPBU yang bersangkutan.

(12) Transportasi Perjalanan Dinas pulang dan pergi yang dilaksanakan secara

(13)

(14)

(15)

bersamaan dan/atau secara tim dengan menggunakan angkutan darat
dapat dilakukan dengan sewa kendaraan termasuk biaya BBM serta sopir
dibayar sesuai kebutuhan rill.

Perjalanan Dinas pulang pergi harus sesuai dengan tanggal pelaksanaan
tugas berdasarkan SPT, apabila kepulangan melebihi tanggal SPT maka
kelebihan harinya tidak dibayarkan uang harian dan penginapan.

Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan/acara di bawah jam 12.00 WIB
dan/atau selesai diatas jam 15.00 WIB, SPT dapat diterbitkan sehari
sebelum dan/atau sehari sesudah (H-1 dan/atau H+1).

Untuk konsultasi dan koordinasi yang menggunakan sekali perjalanan

SPT nya maksimal 3 hari, kecuali Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian ...



Bagian Ketujuh
Biaya Perjalanan Dinas Mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop,

Diklat dan Sejenisnya

Pasal 13

Standar Biaya Maksimal Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Sosialisasi,

Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya baik di dalam daerah maupun di

luar daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.

b.

biaya transportasi keberangkatan dari dan kembali ke daerah disesuaikan

dengan tingkatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau Luar Daerah.

uang harian dalam mengikuti sosialisasi , Bimtek, Workshop, Diklat dan

Sejenisnya yang akomodasi ditanggung oleh panitia, uang harian

dibayarkan dengan ketentuan :

1. untuk Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan sejenisnya yang
dilaksanakan dalam daerah, uang harian dibayarkan penuh sesuai
dengan standar biaya maksimal uang harian Perjalanan Dinas Dalam
Daerah; dan

2. untuk Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan sejenisnya
dilaksanakan di Luar Daerah dibayarkan dengan standar maksimal
uang harian diklat Luar Daerah.

apabila dalam pelaksanaan Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan

sejenisnya konsumsi dan akomodasi tidak ditanggung panitia, maka uang

harian dibayarkan penuh sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas luar
daerah.

Biaya penginapan disesuaikan dengan tingkatan Perjalanan Dinas, biaya

penginapan tidak dapat diberikan jika tempat penginapan dan/atau biaya

penginapan disediakan oleh panitia atau instansi pelaksana.

Bagian Kedelapan

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 14

Khusus untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri disesuaikan dengan Peraturan

perundang-undangan dan tidak melebihi standar Perjalanan Dinas Luar

Negeri Provinsi Sumatera Barat.

Bagian Kesembilan

Biaya Uang Saku Rapat Dalam Kantor

Pasal 15 ...



(1)

(2)

(3)

()

(1)

Pasal 15

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang

yang melakukan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai

pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan diluar

kantor (fullboar, fullday dan halfday).

Uang saku rapat didalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat

didalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dihadiri peserta dari DPRD dan eselon II;

b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja atau
dihari libur dan harus dilengkapi dengan SPT.

c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur; dan

d. rapat yang dibayar uang saku adalah rapat pembahasan yang
dilaksanakan bersama DPRD diantaranya Pembahasan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kebijakan Umum
Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan,
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan, Pertanggungjawaban
APBD serta pembahasan Perda lainnya.

Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi

rapat.

Diluar DPRD, Sekretariat DPRD dan TAPD, Peserta dari SKPD/Unit Kerja

Maksimal 3 orang, peserta rapat dari SKPD/Unit Kerja dibuktikan dengan

SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pembebanan biaya rapat sebagaimana ayat(3) dibebankan pada SKPD/Unit

Kerja yang bersangkutan pada rekening Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16
Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang.
Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan
dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Non PNS, harus diberikan SPT

dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sebagaimana

tercantum ...



(3)

(4)

()

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk
Perjalanan Dinasyang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia
pada SKPD.
Pejabat berwenang menandatangani SPT dan SPPD sekaligus menetapkan
alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang
bersangkuatan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan
Perjalanan Dinas tersebut.
Pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dalam Provinsi :
1. dilingkungan DPRD
SPT dan SPPD Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh
Ketua/Wakil Ketua DPRD.
2. dilingkungan Sekretariat Daerah

a) SPT dan SPPD untuk Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Asisten dan
Kabag ditandatangani oleh Sekretaris daerah; dan

b) SPT dan SPPD untuk Kasubag, Staf serta Non PNS dalam daerah
ditandatangani Kepala Bagian terkait, sedangkan Perjalanan
Dinas Luar Daerah dalam Provinsi ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah.

3. dilingkungan SKPD :

a) SPT Kepala SKPD, Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Staf serta
Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait;

b) SPPD untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD
terkait;

c) SPPD untuk Peja